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TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN,  DAN PROPOSISI
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[bookmark: _Toc139615114]2.1 Penelitian Terdahulu
Dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa jurnal mahasiswa sebelumnya yang ada dalam hasil penelitian yang dijadikan penelitian terdahulu yaitu seperti tabel dibawah ini : 
Tabel 2.1 
Penelitian Terdahulu

	No.
	Judul Penelitian 
	Persamaan
	Perbedaan 

	1.
	- Judul Penelitian : 
Peran Camat Dalam Program Pemberdayaan masyarakat Di kecamatan ciledug kota tangerang
-Nama Peneliti : Suhanda
-Lembaga : Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta
-Tahun : 2017
	-Output : koordinasi yang dilakukan camat masih belum optimal 
-Metode Penelitian : Kualitatif
	-Teori yang digunakan : 
Konsep Peran oleh Bridle and Thomas (2007:85) :
1. Peran sebagai kebijakan 
2. Peran sebagai strategi
3. Peran Sebagai alat komunikasi
4. Alat sebagai penyelesaian sengketa
5. Peran sebagai terapi
-Lokasi penelitian : 
Kecamatan ciledug Kota Tangerang 

	2.
	- Judul Penelitian : 
Peranan Kepemimpinan  Camat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara
-Nama Peneliti : Vallen Reza, Martha Ogotan, Femmy Tulusan 
- Lembaga : Universitas Sumatera Utara
-Tahun : 2018
	-Output : koordinasi yang dilakukan  camat masih belum optimal 
- Metode Penelitian: Kualitatif

	-Teori yang digunakan : 
Teori Koordinasi menurut Dr. Awaluddin Djamin M.P.A. (2009:86) 
1. Koordinasi
2. Integrasi
3. Sinkronisasi
-Lokasi penelitian : 
Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara

	3.
	-Judul Penelitian : 
Peran camat dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan pusomanen kabupaten minahasa tenggara.
-Nama Peneliti : Vianita Sutriani, Sofia Pangemanan
-Lembaga : Universitas Sam Ratulangi 
-Tahun : 2019
	-Output : koordinasi yang dilakukan  camat masih belum optimal 
-Metode Penelitian : Kualitatif
	-Teori yang digunakan : 
Teori Pemberdayaan Masyarakat (Sumodiningrat, Gunawan, 2007: 13-14)
1. Menciptakan suasana
2. Memperkuat Potensi
3. Melindungi
-Lokasi penelitian :
kecamatan pusomanen kabupaten minahasa tenggara.


	4.
	-Judul Penelitian : 
Koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat
Di kecamatan malayang manado 
-Nama Peneliti : Welly waworundeng
-Lembaga : Universitas Sam Ratulangi
-Tahun : 2019
	-Output : koordinasi yang dilakukan  camat masih belum optimal 
-Metode Penelitian : Kualitatif
	-Teori yang digunakan :
Teori Koordinasi menurut Hasibuan (2003:89-90) meliputi :
1. Perencanaan 
1. Pengorganisasian
1. Pengarahan
1. Pengendalian
-Lokasi Penelitian : kecamatan malayang manado 

	5. 
	- Judul Penelitian : Peran camat dalam mengooridinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid 19 di kantor kecamatan ambang kabupaten kampar
-Nama Peneliti : Eliza Syafitri 
-Lembaga : Universitas islam negeri sultan syarif kasim riau
-Tahun : 2022
	-Output : koordinasi yang dilakukan  camat masih belum optimal 
-Metode Penelitian : Kualitatif
	-Teori yang digunakan :
 Teori Koordinasi menurut Hasibuan (2003:89-90) meliputi :
1. Perencanaan 
1. Pengorganisasian
1. Pengarahan
1. Pengendalian
-Lokasi Penelitian : kantor kecamatan ambang kabupaten kampar





Dalam penelitian yang berjudul Peran Camat Dalam Program Pemberdayaan masyarakat Di kecamatan ciledug kota tangerang oleh Suhanda dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri Jakarta Tahun 2017. Menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan memakai teori Konsep Peran oleh Bridle and Thomas (2007:85).
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Oleh Vallen Reza, Martha Ogotan, dan Femmy Tulusan dengan judul Peranan Kepemimpinan  Camat dalam implementasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Kecamatan Pasan Kabupaten Minahasa Tenggara dari Universitas Sumatera Utara Tahun 2018. Menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan memakai Teori Koordinasi menurut Dr. Awaluddin Djamin M.P.A. (2009:86).
Lain hal nya penelitian dengan judul Peran camat dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan pusomanen kabupaten minahasa tenggara. Oleh Vianita Sutriani Universitas dari Sam Ratulangi Tahun 2019. Menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan memakai Teori Pemberdayaan Masyarakat (Sumodiningrat, Gunawan, 2007: 13-14)
Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Welly Waworundeng dari Universitas Sam Ratulangi Tahun 2019. Dengan judul Koordinasi camat dalam pemberdayaan masyarakat Di kecamatan malayang manado Menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan memakai Teori Koordinasi menurut Hasibuan (2003:89-90).
Dan dalam penelitian dengan judul Peran camat dalam mengooridinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada masa pandemi covid 19 di kantor kecamatan ambang kabupaten kampar oleh Eliza Syafitri tahun 2022. Menggunakan metodelogi penelitian kualitatif dengan memakai Teori Teori Koordinasi menurut Hasibuan (2003:89-90).
Berdasarkan beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijabarkan di atas maka dapat disimpulkan bahwa secara empiris penelitian dengan penelitian sebelumnya berbeda karena lokasi dan objek penelitian nya pun bebeda.
Berdasarkan uraian diatas penelitian juga berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian peneliti ini memiliki orisinalitas yang dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Dan juga, Perbedaan penelitian yang sebelumnya dengan peneliti menggunakan Teori Koordinasi yang baik menurut handayanigrat dan lokasi penelitian nya pun berbeda.
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2.2 Tinjauan Pustaka
[bookmark: _Toc139615116][bookmark: _Toc130026144]2.2.1 Deskripsi Teori Koordinasi
[bookmark: _Toc139615117][bookmark: _Toc130026145]2.2.1.1 Pengertian Koordinasi
Pada dasarnya suatu organisasi merupakan pola suatu sistem yang bagian - bagiannya ialah unit - unit yang ada di dalam organisasi tersebut. Setiap unit walaupun mempunyai tugas dan sasarannya sendiri, namun tiap unit tidak dapat melepaskan diri dari unit yang lainnya. Oleh karena itulah koordinasi adalah penyatu gerak dari seluruh potensi dan unit - unit organisasi atau organisasi - organisasi yang berbeda fungsi agar secara benar - benar mengarah pada sasaran yang sama guna memudahkan pencapaiannya dengan efisien.
Menurut Handayaningrat (2002:89-90) Koordinasi merupakan proses pengintegrasian suatu usaha yang sinkron atau teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Koordinasi yang baik dapat dilihat melalui adanya Tanggung Jawab, Proses, Pengaturan secara teratur, Kesatuan Tindakan dan Tujuan Organisasi.
Herbert A. Simon membahas pengertian koordinasi dihubugkan dengan fungsi kekuasaan. la mulai meninjau dari sudut Penggunaan kekuasaan, tanggung jawab dan, keahlian. Menurut Simon tiga fungsi kekuasaan yang patut mendapatkan perhatian khusus ialah :
1. Kekuasaan membebankan atau memaksakan tanggung jawab seseorang kepada yang mempunyai kekuasaan
1. Kekuasaan memperoleh keahlian dalam pembuatan keputusan keputusan
1. Kekuasaan memungkinkan koordinasi aktivitas-aktivitas.

Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan, Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur - unsur manajemen (6 M) dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.
G.R. Terry mengatakan, Koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat, dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan.
Menurut Mc Farland (Handayaningrat, 1985:89) mengatakan, Koordinasi adalah suatu proses dimana pimpinan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur diantara bawahannya dan menjamin kesatuan tindakan didalam mencapai tujuan bersama. 
Handoko (2003:195) Mendefinisikan koordinasi sebagai proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah (dapartemen atau bidang-bidang fungsional) suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 
Menurut Handoko (2003:196) kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya
[bookmark: _Toc139615118][bookmark: _Toc130026146]2.2.1.2 Arti Pentingnya Koordinasi
Koordinasi adalah usaha untuk mengharmoniskan atau menserasikan seluruh kegiatan sehingga dapat mencapai tujuan yang diharapkan keharmonisan dan keserasian ini haruslah selalu di ciptakan baik terhadap tugas-tugas bersifat teknis, komersial, finansial, personalia maupun administrasi. Dengan terciptanya koordinasi kerja tersebut maka beban-beban antar bagian akan menjadi seimbang, dan dengan adanya keseimbangan beban maka keadaan atau suasana organisasi sebagai keseluruhan akan menjadi selaras. Oleh karena itulah maka koordinasi ini juga merupakan usaha untuk menciptakan keadaan yang sering disebut sebagai (5S) yaitu singkatan dari :
1. Serasi, adalah suatu perbandingan yang cocok antara beban tugas dengan pelaksanaan tugasnya dari masing-masing bagian dalam unit organisasinya guna mereaalisasi tujuan atau sasaran organisasinya.
1. Selaras, adalah adanya suatu sinkronisasi terhadap karyawan dan manager tentang hal-hal yang mereka pikirkan dan mereka kehendaki dalam melaksanakan tugas yang diberikan dari masing-masing bagian dalam unit-unit organisasinya guna merealisasikan tujuan/sasaran organisasinya.
1. Seimbang, adalah adanya pembebanan yang proporsional serta tentang sinkronisasi pelaksanaan tugas dimasing-masing bagian dalam unit organisasinya guna merealisasi tujuan/sasaran organisasi dengan pelaksanaan tugas tersebut.
1. Seragam, adalah adanya kesamaan prinsip dasar dalam pelaksanaan kerja atau tugas-tugas. Keseragaman akan mengakibatkan kemudahan dalam pelaksanaan maupun pengawasannya. Koordinasi pada tingkat menengah dan tingkat bawah pada umumnya memerlukan keseragaman di samping untuk memudahkan pelaksanaan dan pengawasan pada umumnya dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi atau penghematan ongkos bagi masing-masing bagian dalam unit organisasi dalam rangka merealisasi tujuan/sasarannya.
1. Serempak, adalah adanya pelaksanaan tugas bagi berbagai atau seluruh bagian dalam unit organisasi yang harus dijalankan secara bersama-sama serta dalam waktu yang bersamaan pula.
[bookmark: _Toc139615119][bookmark: _Toc130026147]2.2.1.3 Tipe-Tipe Koordinasi
Umumnya organisasi memiliki tipe koordinasi yang dipilih dan disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi-kondisi tertentu yang diperlukan untuk melaksanakan tugas agar pencapaian tujuan tercapai dengan baik.
Menurut Hasibuan (2009:86-87) Tipe koordinasi dibagi menjadi dua bagian besar :
1. Koordinasi vertikal (vertikal coordination) adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit- unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Tugasnya atasan mengkoordinasi semua aparat yang ada di bawah tanggung jawabnya secara langsung. Koordinasi vertikal ini secara relatif mudah dilakukan, karena atasan dapat memberikan sanksi kepada pegawai yang sulit diatur.
1. Koordinasi horizontal (horizontal coordination)adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat koordinasi (pegawai) yang setingkat. Koordinasi horizontal ini dibagi atas interdisciplinary dan interrelated.
Interdisciplinary adalah suatu koordinasi dalam rangka mengarahkan, menyatukan tindakan-tindakan, mewujudkan, dan menciptakan disiplin antars unit yang satu dengan unit yang lain secansintern maupun ckstre pada unil-unit yang sama tugasnys
[bookmark: _Toc130026149]Interrelated adaiah Koordinasi antar badan (instansi unil-unit yangfungsinya bertbeda, tetapi instansi yang satu dengan yang lain salingbergantung atau mempunyai kaitan secara inter stau ckstern yang levelnya setaraf. Koordinasi horizontai ini relatif sulit dilakukan, karena koordinator tidak dapat memberikan sanksi kepada pejabat yang diatur sebab kedudukannya setingkat/setara.
[bookmark: _Toc139615120]2.2.1.4 Tujuan Koordinasi
1. Untuk mengarahkan dan menyatukan semua tindakan serta pemikiran ke arah tercapainya sasaran perusahaan.
1.  Untuk menjuruskan keterampilan spesialis kearah sasaran perusahaan.
1. Untuk menghindari kekosongan dan tumpang tindih pekerjaan.
1. Untuk menghindari kekacauan dan penyimpangan tugas dari sasaran
1. Untuk mengintegrasikan tindakan dan pemanfaatan sasaran organisasi atau perusahaan
1. [bookmark: _Toc130026151]Untuk menghindari tindakan overlapping dari sasaran perusahaan.

[bookmark: _Toc139615121]2.2.1.5 Cara-Cara Mengadakan Koordinasi
Dalam berkoordinasi terdapat 6 Cara-Cara untuk mengadakan Koordinasi yang baik dan benar yaitu  : 
1. Memberikan keterangan langsung dan secara bersahabat. Keterangan mengenai pekerjaan saja tidak cukup, karena tindakan-tindakan yangtepat harus diambil untuk menciptakan dan menghasilkan koordinasi yang baik.
1. Mengusahakan agar pengetahuan dan penerimaan tujuan yang akandicapai oleh anggota, tidak menurut masing-masing individu anggota dengan tujuannya sendiri-sendiri, Karena Tujuan itu untuk bersama 
1. Mendorong para anggota untuk bertukar pikiran, mengemukakan ide,saran-saran, dan lain sebagainya.
1. Mendorong para anggota untuk berpartisipasi dalam tingkat perumusan dan penciptaan sasaran.
1. Membina human relations yang baik antara sesama karyawan/anggota
1. Manajer sering melakukan komunikasi informal dengan para bawahan.
Ringkasnya suatu koordinasi akan lebih baik jika memperoleh dukungan,  partisipasi dari bawahan, dan pihak-pihak yang terkait yang akan melakukan pekerjaan dikut sertakan dalam proses pengambilan keputusan, supaya mereka antusias dalam melaksanakannya
[bookmark: _Toc139615122][bookmark: _Toc130026152]2.2.1.6 Ciri-Ciri Koordinasi
Menurut Handayaningrat (2002:89-90) Terdapat 5 Ciri-Ciri Koordinasi yaitu :
1. Bahwa tanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pimpinan. Koordinasi yang dicampur adukkan dengan kata kooperasi yang sebenarnya mempunyai arti yang berbeda. Sekalipun demikian pimpinan tidak mengkin mengadakan koordinasi apabila mereka melakukan kerjasama. Oleh karena itu, kerjasama merupakan suatu syarat yang sangat penting dalam membantu pelaksanaan koordinasi.
1. Adanya proses. Karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
1. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan didalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama, dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisien daiam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih. kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurna nya koordinasi.
1. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adaiah merupakan inti darikoordinasi. Kesatuan usaha, berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil.
1. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama, kesatuan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu, agar ikut melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

[bookmark: _Toc139615123]2.2.1.7 Pendekatan – Pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang Efektif

Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif, koordinasi langsung tergantung pada perolehan, penyebaran dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi,semakin membutuhkan informasi. Untuk alasan ini koordinasi pada dasarnya merupakan tugas pemrosesan informasi. Ada tiga pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif yaitu : 
1. Hanya menggunakan teknik-teknik manajemen dasar, hirarki manajerial, rencana dan tujuan sebagai pengarah umum kegiatan-kegiatan serta aturan-aturan dan prosedur-prosedur. Organisasi yang  relatif sederhana tidak memerlukan peralatan koordinasi Jebih dari teknik-teknik tersebut.
1. Menjadi diperlukan bila bermacam-macam satuan organisasi menjadi lebih saling tergantung dan lebih luas dalam ukuran dan fungsi.
1. Tujuan organisasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.
Berdasarkan penjelasan diatas maka disimpulkan Koordinasi adalah sesuatu yang mengandung pengertian semangat ”bekerjasama” (coorparation). Semangat “bekerjasama” diantara sesama satuan organisasi atau instansi serta diantara sesama pejabat dalam penyelenggaraan pembanggunan Daerah, memang sangat penting artinya sebagai landasan keberhasilan usaha pembangunan itu. Tetapi, semangat bekerjasama itu saja belum menjamin tujuan yang akan di capai.


[bookmark: _Toc139615124][bookmark: _Toc130026155]2.2.2 Fungsi Camat
Menurut Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan disebutkan bahwa Camat atau sebutan lain adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati atau Walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. 
Secara sederhana peran camat dapat didefinisikan sebagai: “seorang pegawai negeri sipil yang diberi peran untuk membantu tugas bupati/walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pembinanaan kehidupan kemasyarakatan diwilayah kecamatan” (PP Nomor 19 Tahun 2008).
Seorang camat sebagai pimpinan di organisasi kecamatan, karena peranan camat sangat penting dalam meningkatkan kinerja perangkat kecamatan yang diharapkan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka seorang camat hendaknya mengetahui kedudukan, tugas dan fungsinya. 
Menurut pendapat di atas kedudukan, tugas dan fungsi Camat adalah:
1. Kedudukan camat, sebagai kepala pemerintahan di kecamatan.
1. Tugas camat, memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan pemerintahan desa dan kelurahan, pembangunan, pembinaan kehidupan kemasyarakatan, menyelenggaraan koordinasi atas kegiataninstansi vertikal dengan dinas di daerah dan diantara instansi vertikal lainnya di dalam wilayah kecamatan.
1. Fungsi camat yaitu penyelenggaran tugas-tugas pemerintahan umum dan pembinaan desa dan kelurahan, pembinaan ketentraman dan pembinaan lingkungan hidup, pembinaan kesejahteraan sosial, pembinaan pelayanan umum, penyusun rencana dan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah ketertiban wilayah, pembinaan pembangunan masyarakat desa yang meliputi pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi, dan pembinaan pembangunan pada umumnya
Menurut PP No. 17 Tahun 2018, salah satu tugas camat ialah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, meliputi:
1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
1. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
1. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan; 
1. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja    Kecamatan kepada bupati/wali kota

[bookmark: _Toc139615125][bookmark: _Toc130026156][bookmark: _Toc130026157]2.2.3 Deskripsi Pemberdayaan Masyarakat
[bookmark: _Toc139615126]2.2.3.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat
Istilah pemberdayaan mengacu pada langkah-langkah yang dirancang untuk meningkatkan derajat otonomi dan penentuan nasib sendiri seseorang untuk memungkinkan mereka mewakili kepentingan mereka dengan cara yang bertanggung jawab dan ditentukan sendiri, bertindak sesuai dengan otoritas mereka. Sehingga dengan proses ini masyarakat akan menjadi lebih kuat dan percaya diri terutama dalam mengatur hidupnya dan menuntut haknya.
Di sisi lain, pemberdayaan atau dalam kata bahasa Inggris empowerment,  berasal dari kata “daya” dengan awalan ber menjadi kata “berdaya” yang artinya memiliki kekuatan. Daya berarti kekuatan, sedangkan berdaya berarti memiliki kekuatan. Dengan demikian, pemberdayaan ini dapat dipahami sebagai memberi sesuatu yang berdaya atau memiliki daya atau kekuatan.
Menurut Wuradji yang dikutip oleh Azis Muslim (2009:3), menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah sebuah proses penyadaran masyarakat yang dilakukan secara transformatif, partisipatif, dan berkesinambungan melalui peningkatan kemampuan dalam menangani persoalan dasar yang dihadapi dan meningkatkan kondisi hidup sesuai dengan harapan “
Kemudian, menurut Edi Suharto (2010:60), “Pemberdayaan adalah proses dan tujuan”. Dimana sebagai proses pemberdayaan merupakan serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuatan dan keberdayaan kelompok yang lemah di dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sedangkan sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai dalam sebuah perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kehidupannya. 
Sejalan dengan kutipan di atas, Djohani dalam Anwas (2014:49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan kepada pihak yang lemah dan mengurangi kekuasaan kepada pihak yang berkuasa sehingga terjadi keseimbangan”. 
Sehubungan dengan hal tersebut, Anwas (2014:48-49) menyatakan bahwa “Pemberdayaan merupakan konsep yang saling berkaitan dengan kekuasaan”. Istilah kekuasaan identik dengan kemampuan individu untuk mengatur dirinya dan orang lain, sehingga konteks dari keterkaitan antara pemberdayaan dengan kekuasaan adalah terletak pada pengelolaan atau manajemen dari segala hal yang dilakukanuntuk mencapai hasil yang diinginkan.
Hakikatnya pemberdayaan tidak boleh menciptakan ketergantungan, tetapi harus mampu mendorong semakin terciptanya kreativitas dan kemandirian masyarakat.Pemberdayaan harus menempatkan kekuatan masyarakat sebagai modal utama serta menghindari rekayasa pihak luar yang seringkali mematikan kemandirian masyarakat setempat. Slamet dalam Anwas (2014:49) menekankan juga bahwa “Hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya sendiri dan memperbaiki kehidupannya”.
Pada dasarnya pemberdayaan menyatakan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki Potensi yang dapat dikembangkan. Sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun potensi, memberikan motivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikiserta berupaya untuk mengembangkannya.
Pemberdayaan merupakan upaya peningkatan daya dengan proses perubahan sosial yang memiliki tujuan memperkuat kelompok masyarakat yang lemah dalam segi kualitas hidup menjadi berdaya melalui berbagai kegiatan melaui motivasi, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, menggali serta mengembangkan potensi yang dimiliki sehingga dapat menjadi masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
[bookmark: _Toc139615127][bookmark: _Toc130026158]2.2.3.2 Prinsip Pembedayaan
Prinsip pada umumnya dapat dipahami sebagai ketentuan yang harus ada atau harus dijalankan. Prinsip berfungsi sebagai dasar (pedoman) bertindak atau sebagai acuan dalam sebuah proses dan sebagai target capaian. 
Menurut Mathew dalam Mardikanto (2014:105) “Prinsip adalah suatu pernyataan tentang kebijakan yang dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan melaksanakan kegiatan secara konsisten”. Oleh Karena itu, prinsip akan berlaku secara umum, dapat diterima secara umum sehingga prinsip dapat dijadikan sebagai landasan pokok yang benar bagi pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan. 
Adapun menurut Najiati (2005:54) terdapat empat prinsip yang sering digunakan untuk pelaksanaan program pemberdayaan, yaitu :


1. Prinsip Kesetaraan
Prinsip utama yang harus dipegang dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya kesetaraan atau kesejajaran kedudukan antara masyarakat dengan lembaga yang melakukan program pemberdayaan. Dinamika yang dibangun adalah hubungan kesetaraan dengan mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. Sehingga terjadi proses pembelajaran.
1. Prinsip Partisipasi Program 
Pemberdayaan yang dapat menstimulasi kemandirian masyarakat adalah program yang sifatnya partisipatif, direncanakan, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi oleh masyarakat. Namun untuk sampai pada tahap tersebut memerlukan waktu dan proses pendampingan yang melibatkan pendamping yang berkomitmen tinggi terhadap pemberdayaan masyarakat.
1. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian
Prinsip Keswadayaan adalah menghargai dan mengedepankan kemampuan masyarakat daripada bantuan pihak lain. Konsep ini tidak memandang orang tidak mampu sebagai objek yang tidak berkemampuan, melainkan sebagai subjek yang memiliki kemampuan sedikit.


1. Prinsip Berkelanjutan
Program pemberdayaan perlu dirancang umtuk berkelanjutan, sekalipun pada awalnya para pendamping lebih dominan dibanding masyarakat sendiri. Namun, secara perlahan dan pasti peran pendamping akan semakin berkurang bahkan hilang karena masyarakat sudah mampu mengelola kegiatannya sendiri.
[bookmark: _Toc139615128][bookmark: _Toc130026159]2.2.3.3 Tujuan Pemberdayaan
Pemberdayaan merupakan implikasi dari strategi pembangunan yang berbasis pada masyarakat (people centered development). Terkait dengan hal ini, pembangunan merujuk pada upaya perbaikan terutama perbaikan mutu hidup manusia baik secara fisik, mental, ekonomi maupun sosial-budaya. 
Menurut Mardikanto (2013:109), terdapat enam tujuan pemberdayaan masyarakat yaitu :
1. Perbaikan Kelembagaan (better institution). Dengan perbaikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan diharapkan akan memperbaiki kelembagaan termasuk pengembangan jejaring kemitraan usaha.
1. Perbaikan Usaha (better business). Perbaikan pendidikan (semangat belajar), perbaiakan aksesibilitas, kegiatan dan perbaikan kelembagaan diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
1. Perbaiakan Pendapatan (better income). Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, dihapkan akan memperbaiki pendapatan yang diperoleh termasuk pendapatakan keluarga dan masyarakat.
1. Perbaikan Lingkungan (better environment). Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial) karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
1. Perbaikan Kehidupan (better living). Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang baik, diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat.
1. Perbaikan masyarakat (better community). Kehidupan yang lebih baik yang didukung oleh lingkungan akan menimbulkan terwujudnya kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.

[bookmark: _Toc139615129][bookmark: _Toc130026160]2.2.3.4 Tahapan Pemberdayaan
Adapun beberapa tahapan dalam pemberdayaan menurut Wilson dalam Mardikanto (2013:122), yaitu :
1. Menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan. Tanpa adanya keinginan untuk berubah dan memperbaiki maka semua upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan tidak memperoleh perhatian atau simpati dan partisipasi masyarakat.
1. Menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan dan hambatan-hambatan yang dirasakan untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dan perbaikan yang diinginkan.
1. Mengembangkan kemauan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
1. Peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya
1. Peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan yang ditunjukan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan
1. Peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan
1. Peningkatan kompetensi untuk melakukan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.
[bookmark: _Toc139615130][bookmark: _Toc130026161]2.2.3.5 Strategi Pemberdayaan
Kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang memiliki tujuan yang jelas dan harus dicapai, oleh sebab itu setiap pelaksanaan pemberdayaan masyarakat perlu dilandasi dengan strategi kerja tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 
Strategi sering diartikan sebagai langkah-langkah atau tindakan tertentu yang dilaksanakan agar tercapainyasuatu tujuan. Adapun strategi pemberdayaan masyarakat menurut Mardikanto (2013:167) yaitu: 
1. Strategi sebagai suatu rencana
1. Strategi sebagai kegiatan
1. Strategi sebagai suatu instrumen
1. Strategi sebagai sistem
1. Strategi sebagai pola pikir
[bookmark: _Toc139615131][bookmark: _Toc130026162]2.2.3.6 Pemberdayaan sebagai Proses Bina Masyarakat
Upaya pertama yang harus diperhatikan dalam pemberdayaan adalah bina manusia, hal ini dilandasi oleh pemahaman bahwa tujuan pembangunan adalah untuk perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat. Salah satu untuk proses bina masyarakat yaitu dengan cara pembentukan kelompok. Kelompok adalah individu yang hidup bersama dalam suatu ikatan dan terdapat suatu interaksi sosial.
Menurut Johnson dalam Sarwono (2005:4-5), mendefinisikan kelompok sebagai dua individu atau lebih yang berinteraksi melaluitatap muka (face to face interaction), dan masing masing menyadari keberadaan keanggotaannya dalam kelompok, menyadari anggota kelompok lainnya, menyadari saling ketergantungan secara positif dalam mencapai tujuan bersama. 
Menurut Mardikanto (2013:114), bina masyarakat merupakan upaya yang dilakukan untuk penguatan atau pengembangan kapasitas sebagai berikut:
1. Pengembangan kapasitas individu yang meliputi kapasitas kepribadian, 
1. kapasitas di dunia kerja, dan pengembangan keprofesionalan.
1. Pengembangan kapasitas kelembagaan Pengembangan kapasitas sistem.


[bookmark: _Toc139615132][bookmark: _Toc130026163]2.3 Kerangka Pemikiran
 Pada hakikatnya koordinasi merupakan suatu hal yang sangat penting di dalam melaksanakan suatu kinerja organisasi yang berfungsi sebagai perencanaan, menggerakkan, membimbing, mengawasi, mengarahkan dan menempatkan sesuatu yang sesuai porsinya dan memimpin jalannya suatu kinerja yang ada dalam organisasi tersebut. Maka dari itu koordinasi disebut juga sebagai kerangka kerja dalam organisasi. Berdasarkan yang ada dalam PP No. 17 Tahun 2018, salah satu tugas camat ialah mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan yang ia pimpin meliputi : 
1. Partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa/Kelurahan dan Kecamatan;
1. Sinkronisasi program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan;
1. Efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah 
Kecamatan; dan
1. Pelaporan pelaksanaan tugas pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan kepada bupati/wali kota;
Syafrudin (1993:220) menyatakan sebagai bahwa Koordinasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan menghubungi, bertujuan untuk menserasikan tiap langkah dan kegiatan dalam organisasi agar tercapai gerakan yang cepat untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.
Dalam hal ini koordinasi sangatlah penting didalam suatu organisasi untuk melaksanakan tugasnya agar lebih terkendali dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama. Sehinggga ketika koordinasi berjalan dengan baik maka tidak akan terjadi kesalah pahaman, percekcokan, perbedaan pendapat dan lain sebagainya yang menimbulkan ketidak sesuaian.
Tujuan dari pada koordinasi ini pun agar lebih kondusifnya setiap langkah yang dilaksanakan oleh sekelompok organisasi dalam menjalankan tugasnya, bukan hanya sebagai bentuk formalitas saja akan tetapi untuk menciptakan suasana yang lebih terarah dan terukur serta saling kerjasama bahu membahu agar tercapainya kegiatan tersebut.
Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan masyarakat yang mana merupakan tugas dan wewenang daerah otonom yang di berikan lagi hak nya kepada masing masing kecamatan untuk meciptakan suatu kegiatan pemberdayaan masyarakat. Namun pada kenyataannya koordinasi yang dilakukan demikian tidak selalu berjalan dengan baik, banyak hal - hal yang menjadi evaluasi bersama terutama koordinasi yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Harjamukti Kota Cirebon. 
Berdasarkan temuan masalah yang telah ditemukan penulis disini ialah, program/kegiatan pemberdayaan masyarakat yang seharusnya itu mengarah pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin seperti pelatihan keterampilan berusaha atau bantuan modal usaha. Pada kenyataannnya lebih banyak digunakan untuk pembangunan proyek fisik seperti pembangunan sekolah, pembangunan gedung kantor, pengaspalan jalan dll. Dalam koordinasinya, camat juga kurang konsisten dalam mengatur/mengawasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, dan lebih banyak menyerahkan tugas nya kepada sekretarisnya.
Dan juga Program dan kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan oleh instansi/unit kerja pemerintah seperti program pelatihan keterampilan dan kemampuan berusaha yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial, program penyuluhan KB oleh Badan Keluarga Berencana Daerah, program penyuluhan kesehatan dan gizi keluarga oleh Dinas Kesehatan, Yang seharus nya untuk memperdayakan masyarakat yang sebelumnya tidak mampu menjadi mampu untuk mengembangakan masyarakat itu sendiri agar menjadi lebih maju, Namun kenyataan nya seringkali kurang mendapat respons atau dukungan partisipasi masyarakat setempat sehingga hasil yang diharapkan menjadi kurang maksimal.
Dari hal tersebut dapat diungkapkan bahwa belum optimalnya koordinasi yang dilakukan camat dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Maka dari itu perlu adanya peningkatan dan penguatan didalam koordinasi yang dilakukan camat baik secara formal ataupun informal sehingga dapat mengetahui ruang lingkup dan tatanan wilayah kecamatan serta kultur masyarakat setempat.
Berdasarkan apa yang sudah penulis jelaskan diatas, Penulis mengambil teori menurut Handayaningrat (2002:89-90), bahwa koordinasi yang baik dapat dilihat sebagai berikut :
1. Adanya tanggung jawab.
Bahwa tanggung jawab koordinasi terletak pada pimpinan. Pimpinan tidak mungkin mengadakan koordinasi jika mereka tidak melakukan kerja sama
1. Adanya proses.
Hal ini dikarenakan koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat kesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.
1. Pengaturan secara teratur.
Pengaturan secara teratur dari pada usaha kelompok karena koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu, maka dari pada individu yang bekerja sama dimana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efesiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan tanda kurang sempurnanya koordinasi.
1. Kesatuan tindakan.
Kesatuan tindakan dari pada usaha berarti bahwa pimpinan harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam mencapai hasil. Dengan mengatur jadwal yang telah direncanakan.
5. Tujuan Organisasi
Tujuan organisasi merupakan tujuan bersama, kesatuan dari pada usaha meminta suatu pengertian kepada suatu individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok dimana mereka bekerja.

 (
INPUT
Koordinasi Camat dalam pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat
) (
Perlunya koordinasi yang optimal
) (
PROSES
Menurut Handayaningrat (2002:89-90)
1. Tanggung Jawab
2. Proses
3. Pengaturan Secara Teratur
4. Kesatuan Tindakan
5. Tujuan Organisasi
)






FEEDBACK 
 (
OUTPU
T
TT
) (
Koordinasi yang dilakukan Camat masih belum optimal 
) (
Camat telah 
melaksanakan koordinasi yang optimal
) (
Pelaksanaan Kinerja di lapangan masih ada ketidaksesuaian dengan tujuan dari organisasi tersebut.
) (
UPAYA
Melakukan Koordinasi yang optimal secara berkala agar dapat selaras dengan masyarakat
) (
OUTCOME
Pelaksanaan 
koordinasi Camat berjalan dengan baik dan optimal dengan pihak yang berkaitan
)
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Penelitian Terdahulu

 

Dalam hasil penelitian ini, terdapat beberapa jurnal mahasiswa sebelumnya 

yang ada dalam hasil penelitian yang dijadikan penelitian terdahulu yaitu seperti 

tabel dibawah ini : 

 

Tabel 2.1 

 

Penelitian Terdahulu

 

 

No.

 

Judul Penelitian 

 

Persamaan

 

Perbedaan 

 

1.

 

-

 

Judul Penelitian : 

 

Peran Camat Dalam 

Program Pemberdayaan 

masyarakat Di kecamatan 

ciledug kota tangerang

 

-

Nama Peneliti : Suhanda

 

-

Lembaga : Institut 

Pemerintahan Dalam 

Negeri Jakarta

 

-

Tahun : 2017

 

-

Output : koordinasi yang 

dilakukan camat masih 

belum 

optimal 

 

-

Metode Penelitian : 

Kualitatif

 

-

Teori yang digunakan : 

 

Konsep Peran oleh Bridle and 

Thomas (2007:85) :

 

1. Peran sebagai kebijakan 

 

2. Peran sebagai strategi

 

3. Peran Sebagai alat 

komunikasi

 

4. Alat sebagai penyelesaian 

sengketa

 

5. Peran sebagai 

terapi

 

-

Lokasi penelitian : 

 

Kecamatan ciledug Kota 

Tangerang 

 

2.

 

-

 

Judul Penelitian : 

 

Peranan Kepemimpinan  

-

Output : koordinasi yang 

dilakukan  camat masih 

-

Teori yang digunakan : 

 

Teori Koordinasi menu

rut Dr. 

